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Salah satu masalah penting yang perlu diperhatikan terkait dengan pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah
bagaimana cara untuk mendeteks timbulnya BUT akibat pemakaian jasa dari luar negeri, karena hal ini
menjadi salah satu modal penting dalam upaya ekstensifikasi pajak. Dengan adanya cara yang efektif untuk
mendeteks timbulnya BUT, maka secara otomatis akan meningkatkan jumlah wajib pajak luar negeri,
sehingga penerimaan pajak pun akan ikut meningkat. Terkait dengan masalah tersebut, maka penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui upaya Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Jakarta dalam
mendeteksi ada dan tidak adanya Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang timbul dari kontrak pemakaian jasa
Wagjib Pgjak Luar Negeri, menganalisis pengawasan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pgjak Badan dan
Orang Asing Jakarta, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya mendeteksi
timbulnya Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas kontrak pemakaian jasa Wajib Pajak Luar Negeri.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang berusaha untuk
mendeskripsikan masalah-masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara melibatkan informan kunci,
tertutama para pegawai Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Jakarta dan para akuntan publik
yang mengetahui masalah BUT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya Bentuk Usaha
Tetap yang timbul dari kontrak pemakaian jasa Wajib Pgjak Luar Negeri adalah: menyelenggarakan
pelatihan, memberikan jawaban konfirmasi mengenai masalah Perpgakan Internasional kepada KPP
Badora, mengundang beberapa konsultan pajak dan wajib pajak, menjalin kerja sama dengan beberapa
instansi pemerintah, dan mengintensifkan pemeriksaan sederhana lapangan. Bentuk pengawasan yang
dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua dalam menyelamatkan penerimaan Negara
atas penghasilan dari kontrak pemakaian jasa Wajib Pgjak Luar Negeri adalah dengan menggunakan
pengawasan kepatuhan formal dan pengawasan kepatuhan material. Sementara hambatanhambatan yang
dihadapi dalam upaya mendeteksi timbulnya Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas kontrak pemakaian jasa Wgjib
Pajak Luar Negeri adalah pesatnya perkembangan teknologi, tidak tampak adanya fixed place of business
yang bersifat permanen, pengujiannya harus memenuhi pengujian jangka waktu (time test) terlebih dahulu,
wajib pgjak BUT yang berlindung di balik perusahaan yang telah ada dengan menempatkan pegawainya
sebagal pegawai perusahaan di Indonesia, sulitnya memperoleh data pendukung, keterbatasan kemampuan
SDM, dan mobilitas BUT yang sangat tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka perlu instrumen hukum berupa peraturan pemerintah yang
mengatur tentang kerjasama antar departemen, sehingga antar departemen yang berkepentingan dapat
dengan mudah memperoleh data yang dibutuhkan. Untuk meningkatkan pemahaman di kalangan petugas
pajak mengenal pengetahuan perpajakan yang bersifat khusus perlu dilakukan pelatihan baik dengan metode
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on the job training atau off the job training. Selain itu, semua pemeriksa pajak hendaknya juga mempunyai
data-data perusahaan yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat perusahaan-perusahaan yang belum
mempunyal NPWP, agar segera dilaporkan pada Kanwil-Kanwil yang bersangkutan.

<hr>One of important things that must be noticed related to taxes on Permanent Establishment
(BUT/Bentuk Usaha Tetap) is how to detect the rising of BUT risen by the uses of servicesfrom foreign,
because thisis one of important thingsin the effort of tax extension. By the existence of effective meansin
detecting the rising of BUT, then automatically it would improve the amount of foreign tax payers, thus tax
revenues shall be increased too. Related to that, therefore this research is aimed to find out the efforts of
Body Tax and Expatriate Services Office Jakartain detecting the existence or non-existence of Permanent
Establishment (BUT) risen from the contract on service uses of Foreign Tax Payers, analyzing the
supervision performed by Body Tax and Expatriate Services Office Jakarta, and to find out the obstacles
faced in the efforts of detecting the rising of Permanent Establishment (BUT) for the contract on service
uses of Foreign Tax Payers.

The research approaches used is qualitative and the type of descriptive research in the efforts to describe the
problems researched based on the obtained data. Data collecting is performed using interviews and
documentation study. The interviews involved key informants, especially the employees of Body Tax and
Expatriate Services Office and public accountants having knowledge of BUT.

The research results show that the efforts performed to detect whether there is an existence of Permanent
Establishment arising from the contract on service uses of Foreign Tax Payers that is performing training,
providing confirmation answers on the problems of International Taxation to KPP (Kantor Pelayanan
PajaklTax Office) Badora, inviting several tax consultants and tax payers, creating cooperation with severa
government institutions, and intensifying simple field research. The form of supervision performed by Body
and Expatriate Services Office Two in saving State revenues over the income from contracts of service uses
of Foreign Tax Payersis by using formal complying controling and material complying controling.
Meanwhile the obstacles faced in the efforts to detect the rising of Permanent Establishment (BUT) over the
contract on service uses of Foreign Tax Payersis:. the speed on the advance of technology, the invisibility of
fixed place of business permanently, the test must first meet timetest, BUT tax payers taking cover behind
the existing company by placing their employees as company employees in Indonesia, the difficultiesin
obtaining supportive data, limitation of HR capability, and very high mobility of BUT.

Based on the results of that research, therefore legal instruments are necessary in the form of government
regulations regulating the cooperation among departments, thus the related concerned department can easily
obtain the necessary data. In order to improve understanding among tax officials concerning particular
taxation knowledge, training must be performed with methods of on the job training and off the job training.
Besides that, all tax examiner should also have company data existing initsareaand if there should be
companies not yet having NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak/Tax Payer Registration Number), they must
be immediately reported to related Kanwil/District Offices.



